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PUTUSAN
Nomor 518/Pdt.G/2017/PA.Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

atas perkara cerai gugatyang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat
Jalan Ahmad yani Lr. 2 Kelurahan Pacongan, Kecamatan
Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ( fotografer),
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan
Ahmad yani Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang,

Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan Penggugatdan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli

2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 19
Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan

pernikahan di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal

01 Mei 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang
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diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 01 Mei 2013;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugatdan Tergugat hidup
bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 7 bulan dan
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugatdi Malimpung;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua
orang anak bernama:

a. ANAKI, perempuan, umur 3 tahun lebih
b. ANAKII, umur2 tahun
kedua anak Penggugatdan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwakehidupan rumah tangga penggugatdengan tergugat pada awalnya
hidup rukun dan harmonis akan tetapi sudah mulai terjadi perselisihan
paham sejak akhir 2013 yang disebabkan karena Tergugat sering keluar
malam tanpa alasan jelas, mabuk-mabukan serta main judi (sabung ayam );

5. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika marah-marah meskipun
karena masalah kecil, dan jika Penggugatdan Tergugat berselisih, Tergugat
selalu meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat;

6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak terjadi pada bulan Desember
2016 pada saat itu Penggugat mencari-cari Tergugat yang sudah pergi
keluar malam untuk tujuan minum-minuman keras karena Penggugatingin
menyuruh agar Tergugat segera pulang ke rumah karena anak Penggugat
dan tergugat sering menangis, akan tetapi Tergugat malah marah-marah
dan memukul muka Penggugat hingga memar;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan
Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Paleteang dan sejak saat itu
Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugatdan kembali ke rumah
Penggugat;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat
tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan lamanya tanpa
saling menghiraukan lagi;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat akan tetapi dari keluarga
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Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dengan tergugat rujuk
kembali akan tetapi tidak berhasil;

10.Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebutdiatas Penggugatsudah merasa
yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka
penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cg.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap
penggugat PENGGUGAT

3. Biaya perkara menuruthukum yang berlaku;
Subsider:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara
ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
datang menghadap di persidangan dan Tergugat pula telah menghadap di
persidangan dan oleh majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan
nasehat dan pandangan agar Penggugat dengan Tergugat bersabar dan
berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim
telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk
melakukan proses mediasi, dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan di
depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk mediator di luar pengadilan
dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang

mediator yang ada di pengadilan;
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Bahwa atas permohonan Penggugat dengan Tergugat tersebut,
majelis hakim telah menunjuk Drs. Abd. Rasyid, M,H. salah seorang hakim
Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan proses mediasi
berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor: 518/Pdt.G/2017/PA.Prg.,
tanggal 3 Agustus 2017;

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator
tersebut, proses mediasi telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut
tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk
menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim
dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai
dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo
pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara tertulis yang pada intinya sebagaimana dalam berita acara
persidangan perkaraini

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan
replik secara lisan yang pada intinya sebagaimana yang tercantum di dalam
berita acara persidangan dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat pula
telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban
semula;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

hadir dipersidangan dan Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk
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mencabut perkaranya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah rukun kembali dan telah tinggal bersama.

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut
Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir pada
peridangan yang telah ditetapkan dan Penggugat menyatakan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan telah tinggal bersama dan
selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv bahwa apabila
tergugat telah memberikan jawabannya maka pencabutan perkara harus
meminta persetujuan tergugat. Dan di persidangan Tergugat membenarkan
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan tidak
keberatan atas Pencabutan perkara tersebut. Oleh karenanya permohonan
pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara
ini telah didaftar dalam register perkara maka diperintahkan kepada Panitera
untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islamyang berkaitan dengan perkaraini;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/
PA.Prg dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 231.000, - (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal
31 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriyah,
oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih,
M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H. Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H.
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Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30,000
2. ATK Rp 50,000
3. Panggilan-panggilan Rp. 140,000
4. Materai Rp. 6,000

5. Redaksi Rp. 5,000

Rp. 231,000

(duaratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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